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behwa delam rangke mewdudkan penyelenggaraan Pemeriniahan yang
bersih dan bebas den Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, peran seria masyarakat
sangattah diperiukam;

bahwa peran serta masyarakat tarsebut di atas pada hurup a dalam beantuk
antara lain, mencari, memperalsh dan memberikan data mengenai informasi
pemyelanggaraan Pemerrtahan Daerahy;

hahwa untuk mengakomodesi informasi dalam bentuk saran, pendapst dan
masukan der mesyarakal telah dibuka Kotak Pos pengadusn dengan nomor
144,

bahwa uniuk lerarah dan terorganigasimya  penanganan  pengaduan
masyarakat mefais Kotak Pos 144  dimaksud, perlu dikeluarken saiu
Padomar Umum yvang diatur dengan Kepatusan Bupat Muara Enim.

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1958 tertang Pembentukan Dasrah
Tingkat Il dan Kota Praja di Sumatera Selstan { Lembaran Negara Tahun
1959 Momor - 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor © 1821 ),

Undang-undang Nomar 22 Tahun 1998 tentsng Pamerintahan Daersh
{Lembaran. Nagara Tahun 1998 Nomor 60, Tambahan Lambaran. Negars

T Narmiar 3839];

Undang-undang. Nomar 28 Tahun 1999 ifentang Penyslenggaraan Megars
Yare Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan MNepotisma {Lembaran Negara
Tahwn 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3851);
Undarg-undang Nomor 31 Tahun 1988 fentang Pamberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Megara Tahun 1956 Nomor 140) Junto. Undang-
undang Namer 20 Tabun 2001 tentang Perubshan Undang-undang Nomeor 31
Tahun 1958 tenfang Pemberaniasan Tindek Pidena Korupsi {Lembaran
Magara Tehun 2001 MNomor 134);

Pergturan Pemeriniah Momor 68 tahun 1990 tenteng Tata Cara Pelaksanaan
Peran Sera Masvarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lambaran Negara
Tahun 1288 Nomor 123},

Peraturan Pemerintsh Momor 20 Tahun 2001 tentang Pambinaan dan
Pengawasan Afas Penyefenggaraan Pemerintshan Dweran { Lembaran
Negara Tahun 2001 Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4090
Surat Keputussn Menteri Dalam Negerl Republik Indonasia Nomor 6 tahun
2003 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional  Penyslenggasaan
Pemerintah Daeraly,

Paeraturan Daerah Kabugaten Muara Enim Nomor 20 tahun 2000 terttang
Pembertukan Organisas Dan Tata Kerja Lembags Teknis Daerah Kabupaten




fuara Erim {Lembaran Dasrah Ksbupaten Musm Enim Tabwm 2000 Nomar
34y,

2. Keputussn Bupati Muara Enim Momor, 32 tshun 2001 tentang Penjabaran
Tugas Pokoh dan Fungsi Baden Pengawssan Dasrah Ksbupalen Musra
Enim.
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Liaiam Keputusan Bupati ine yang dimeksud dengan
Pamerintah Daerah adalah sebutan kalaktil untuk Pamarintsh Deerah dan jgizrannya.

Peryalenpgarast  Pemerintah  Daeran  sdalsh  pelskssnaan  kegiatan  dalam  bidang
Pembarguinan, Pemenintahan dan Peleyenan Masveralat.

Kotek Pos 144 zdalah sualu wadab unluk menampung aspirasi masyarakat dalam banbuk

saran, informagi dan iain sebagainys unfuk meswudkan penyefenggeraan penyelenggarsan
Femeririah Daerah vang bersrh dan bebas KKN

Fedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat adalsh Padoman Umum yang memLiat
tate cara [ aturan dalam peryelssaian pengadusn masyarakat yeng masuk yang disamosaikan
oleh masyarakat dan dipedomi oieh setiap unit kerja terkait.

Peran meria Masyarshet adelab peran aktf Masyaralat ook ed sects mewujudkan
cenyelenggaraan Pemermat Deergh yang bersih dan bebas KKN dafam bentuk antara iain
mencan, mampgarslel dan memberdken dala atay mengenai informasi peryelengoaraan
pemenntahan dan nwwwarmpaikan saran, pendapat, keifik vang bertanggung ieweb terhadan
kebsrlanpsungan peryelenggaraan Pemenntah Daerah.

Masvarakal sdeish seiuruh elemen masyarakat dafam Kabupaten Muara Enim.

Pangewesen  fumngsional (WASHALY adalah pengawasan vang Jdilakukan olsh - aparat
pargewasan secara fungsionsl baik intemn pemerintalh maupun ekstem pemeriniah, yvang
dilaksanakan terhedap pelaksanaan tugas umum pemerirtahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat Bgar sesusi dengan Tencana dan peraturan permdang-undangan vang beraku.

Fanpewssan masvarakat (WASMAS), adslah pengawsasan yang dilakukan oleh wanga
maEyaEEkat yeng disampaikan socara lisan ota ferufis kopads Aparatir Pomarintat yang
barkepartinger, benjpa sumbangan pikiran, saran, gagssan atau keluhardpengaduan vang
bersiat membangun yang diseampaikan baik secara langsung maugan melahil media.

Pengedusn berkadar pengawasan, adalah pengaduan masvarakat yang snva mangandung
mfarmesi ateu aoenys indikasi terfadinya penyimpangan atait penyaiahaunaan weaweanang oleh
aperatur regara, yang dapat mengekibatkan kscugian masyvarakatinegara dalam rangka
pETHWElETIDRraan pemerintshan amum, pembanpunan dans palayanan masyarakal.

Fergaduan toak berkedar pengawasan, adalah pergaduss masyarskal yang singa
mengandung informasi bwupa stmbang saran, kit yang konstroktd dan izin sabaganya
yang bermanfazt bagl gerbaskan  panyelenggaraan  pemsoniaban,  petbangunan dan
pelavanan masvarakat

FPenyaluran adalah sualy kegistsn instans penerime  pengadust  masyarshst etk
meneruskan pangaduan tersabud kapads insfansi yang barwenang mafakissn pansnoanarn,
tindak kesakiif dan findak bukum @inaya essuai dengan kedudukan, fuges pokok, funosi dan
wewanangrya ertasadkan pecatran perundang-urdangan yang ek,



12, Pananganan pengaduan resyverakat adalab proses kegistan veng melipul persemasn.
poncataian, penslaahan, peryaluran, konfimmas,  kl@rifkas,  peneditian,  pemeriksaan,
daiaparan, tindak lanjut dan pergarsigan.

13 Pafepoy gdelab indivic sigu kelompok  yang menyampsiken pergaduarn terubs kepada
Badan Panpewessn Deerah.

14 Terapor sdaleh aparaiur pameriniah d2n pemerintan dessa atEu lambaga tedteniu yang didwaa
meEkukan peEnyImpangan stau pelanggarsn.

15, Tindak lanjut adalah suaty kegiatan laniutan vang wejip dilakukan oleh pimgican instansifunid
kerja yang berwenang atas rekomendasi stau saran pengawasan berdasarkan hasil panaiitian
alau penariksaan suatu kasus tevtenty yang Jiadukan olsh masyvarskat.
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(1] Dalam pelskzanaan Penanganan Pengaduan Masvarakat melaluf Kotak Pos 144 perlu adanys
SUSIU PECDMEr LEVILIT.

(2} Pedoman Umum sebagaimana dimaksud avat 1 4i atas sebagaimmana tersebul dalam lampiran
KepULLEEan .
Bag il
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Keputusan ind mulai barlaku pads tanggal divndsnakan. Agar supaya sehap orang mengelshuinys,

memenntahikan pengundengan Keputusen Bupati mi dengan pemampatanmea daiam Lembaran
eersh Kehupsten Muara Enim

Ditetapkandi  :  Muara Efim
Pada Tanggal 26 Jarospd 2004
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Diundangkan di - Muara Enim
FPada Tanggal D26 Jamaewd 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ENIM

HAMMATF AKIE YOENOES

LEMBARAN DAERAH KAEBLPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 1.



L.ampiran : Keputusan Bupati Muara Enim
Nomor : 1 Tahun 2004
Tanggal : 26 2 auu v Ly
Tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyarakat melaiui
Kotak Pos 144,

UMUM

A, Latar Belakang

Salah saty upaya Pemernntahan dalam menindak lanjutr tuntutan aspirasi
rgformasi adalah diterbiticannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1899
tentang Penyelenggara Negara Yang Bersibh dan Bebas dan Korups,
Kolus dan Nepatisme (KKN).

Yang paling Jtama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya
akuniabilitas Kinerja aparatlr sebagal wujud implementasi dan tuntutan
aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanagung
jawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Sebagai penjabaran lebih lanjut diterbitkan PP Nomor 88 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pelaksanzan Peran Sera Masvarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara. Persturan Pemerintah dimaksyd, antara lain
menelaskan bahwa yang dimaksud peran serta masyamkat adalah peran
aktif masyarakat untuk ikut serta mewljudkan penyelenggaraan negara
yang bershh dan bebas KKN yang diaksanakan dengan mentaah norma
hukum, moral dan sosial yang berlaky dalam masyarakat.

Guna menyikapi PP Nomor 68 Tahun 1939 dan agar aspirasi masyarakat
dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dapat
ditangani secara seleklif dan aspiratif maka Pemerintah Paerah melalu
Badan Pengawasan Daerah telah membuka Tromol Pos 144,

B. Maksud dan Tujuan

Kotak pengaduan 144 dimaksudkan agar masyarakat dalam Kabsipaten
Muara Enim dapat menyampaikan aspirasi baik berupa saran ataupun
kritikan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan
Kemasyarakatan serts bidang lainnye yeng dieksanaken oleh
Pemerintah Daerab  secara kordinasi, efisien, dan efekiip serta dapat
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat .

. Sasaran

1. Terselesakannya penanganan pengaduan masyarakat secars lepat,
tertib, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
sesuat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky.




Terciptanya koordinasi antar instansi pemerintan yang baik dalam
menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat.

Mendukung terwujudnys kepemernntahan yang baik dan percapatan
pemberantasan Korupsi, Koiusi dan Mepofisme di fingkungan instansi
pemerintah,

Menumbuh kembangksn partisipasi masyarakat secara tertib dan
beranggung jawab dalam meiakukan kontrol sosial  terhadap
penyelenggaraan  pamerintah, pembangunan  dan  pelayanan
masyargkat oleh aparatur Pemerintah Daerah.

D. Ruanyg Lingkugp

Pedoman ini mencakup penanganan pengaduan masyarakat yang
diterima Badan Pengawasan Daecrah yang disampatkan secara teriulis
malalui surat secara jelas dan bertanggung jawab.

E. Prinsip Penanganan Pengaduan Masyarakat

&

Objektivitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarskat
harus berdasarkan fakta atay bukti yano dapat dinilai berdasarkan
kritena tertenty vang ditetapkan.

Koordinasi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat
harus dilaksanakan dengan kerjagama yang baik antar pejabat yang
berwenang dan terkait bDerdasarkan mekanisme, tata kera dan
prosedur yang berlaku, sehingga masalahnys dapst diselesaikan
sebagaimana mestinys.

Efektivitas dan efiziensi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan
masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemeat fenaga.
wakiu dan biaya.

Akuntabilitas, bahwa  proses kegiatan penanganan pengaduan
masyarakat den tindak lanjutnya harus dapat dipertanggung jewabken
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan prosedur yang berfaku,

Transparan, bahwa hasil kegiatan penanganan pengaduan
masyarakat dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang
ielas dan terbuka, sehingge masyarakat yang berkepentingan dapat
mengetahui perkembangan tindak lanjutnya.

ll. PENATAUSAHAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Setiap pengaduan masyarakat vang masuk melatui Tromol Pos 144 Badan
Pengawasan Daereh akan diakukan penstausahaan  dengan tahapan
sebagai berikut ;
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3. Berkadar Pengawasan Tapi Bukan Wewenang Pemerintah Daerah

Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan akan tetapi pokok
pengaduan bukan kewenangen Pemerintah daerah, maka informasi
atau laporan tersebit akan diteruskan kepada instansi yang terkait /
yang berwenang.

C. Pengarsipan

Penataan dokumen atau pengarsipan yang baik dimaksudkan unfuk
mempermudah  dan  mempercepat pencarian  kembali  dokumen
pengaduan masyarakat bila sewaktu-sewakiu diperiukan. Penyimpanan
dokumen diatur berdasarkan kiasifikasi jenis masalah, instansifunir kerja
terlapor serta urutan waktu pengaduan, yang penyimpanannya
grsesusikan oengan sarans dan prasarana yang ada serta berdasarkan
prosedur pengarsipan yang beraku.

iit. PROSEDUR PENANGANAN TROMOL POS 144 DAN PROSES
PEMBUKTIAN PENGADUAN MASYARAKAT

Fengaduan masyarakat yang telah dicatat. ditelaah dan dikiafikesi menurut
masaiah seria dikelompokkan menurut kategori berkadsr pengswasan dan
tidak berkadar pengawasan Langksh selanjutnya adzlah mencar bukti
mengenai  kebenaran pengaduan masyarakal Proses  pembuktian
pengaduan masyarakat yang berkadar pengawssan difakukan melalul
kegistan-kegmtan. sehagai berikut

A . PROSEDUR PENANGANAN TROMOL POS 144

Progedur surat yang masuk melalui tromol Pos 144 yang akan dilakukan
pemeriksaan adalah sebagai berikut

1. Petugas

YWajib membuka dan mengambil surat di kotak pos 144 setiap 2 kali
dalam per minggu yaitu Senin dan Kamis dan diserahkan ke bagian
Urmum.

2. Umum

2. Harus mefakukan penatausahazn administrasi {pengagendaan)
surat masuk sesuai dengan bidangnya.

b Kemudian menyampaikan / menaikan surat tersebut kepada
Sekrataris. bila berhalangan surat dapat dinaikan isngsung ke
Kepala Bawaszdza

¢. Membuat SPPD dan SPT Team yang sudah disetujui oleh Kepala
Bawasda.

3. Seksriaris

a. Surat dari bagian umum di naikkan ke Kepala Bawasda, disertai
nigta dan saran.




LA D 2 5
e ih-“ "}f = *\..-",-‘
i

N{__‘Ltﬁ- Lo ":“'l' EF o ‘."EE-"-

*“2'-:{1“5- CRY Y
i

)

h'\-' . "q.d .'_'\.‘-J

= F

A e y
%"“‘-ﬁ-‘??ww-kh !
Tah

i

£ '_.;"




C. PELAPORAN HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN

1. Laporan hasil penanganan pengaduan masyarekat wajib dilakukan
oieh pejabat yang berwenang atau tim yang ditunjuk melakukan
konfimasi dan klariikasi, penelitien/pemenksaan terhadap terapor
sasual dengan ketentuan yang berlaku dan ditujukan kepada Bupati
dengan tembusan pimpinan instansi terkait.

2. Laporan hasil pemeriksaan disusun secars sistematik, singkat, jeias
dan dapat dipertanggung jawabkan seta memuat kesimpulan dan hasil
konfirmasi  dan  klarifikasi, pemerikzazan/penelitian  dengan deta
pendukung sarta saran tindak lanjut.

V. TINDAKLANJUT DAN PEMANTAUAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan

1. Terhadap Pelapor

8. Apabifa hasi pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti
kebenarannya, maka Bupali melalui Kepels Badan Pengawasan
Daerah , menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor.

b. Apabila hasil pemerksaan terbukti kebenaranya, maka Bupaii
melalui Badan Pengawasan Daerah menyampaikan surat vcapan
tenma kasih kepada peloran.

c. Selama pengaduan masih dalam proses penanganan, pimpinan
instansi atau pejabat yang berwenang dapat meminta bantuan
kepada pibak yang barwenang untuk melindungi pelapor,

2 - Terhadap Terapor

a. Apabila hasil pemeriksaan fidak mengadung kebenaran maks
pimpinan instansi atau pejabat yang diberi wewenang segera
mengembalikan nama baik terlapor, |

b, Apabila hasil pemerikaaan mengandung kebenaran, maka
pimpinan instansi atau pejabat yang diber wewenang segera
mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

3. Laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat agar segers
ditindak lanjutt sesuai dengan sistem den prosedur vang beraku,
antara fzin.

a Tindakan administrasi sesuai dengan peraturan pevundang-
undangan yang berlaku.

b. Tindakan tuntitan perbendsharaan dan tuntutan ganti rigi.

c. Tindakan gugatan perdata (diteruskan kepihak berwenang).




d. Tindakan pengaduan perbuatan pidana (diteruskan kepihak
berwenang}.

g Tindakan PENYEmpUrnaan manajemen instansi yang
bersangkutan.

B. Pemanfaatan Hasii Penanganan Pengaduan Masyarakat

Setiap pimpinan instansi pemerintahan dapat memanfaatkan hasit indak
lanjut pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, antara lain :

1.

Menumbuh kermbangkan parbsipasi masyarakat dalam membangun
kontrol  sosial  vang  sehat,  sekaligus  mencegab timbuinya
kermungkinan tindakan anarkiz dan main  hekim  sendii oleh
masyarakat,

Sebagal =alah sate toick ukur (baromeier) uptuk mengukur dan
mengetahui  kepercayaan masyarakat terhadap kinena aparatur

pameanntah.

Wembangun citra aparatur  pemenintah  yang  etis, bermoral,
mofesional, fransparan, peranggung jawab dan jiwa korsa aparatur
pemerdintah dalam penyelenggaran pemenntahan, pembangunan dan
pelayvanan masyarakat,

Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian, metode
kera dan ketetalaksanaan birpkresi pemenntah, kKhususnya bidang
palayanan masyarakat dan pencegahan prakiek KKN.

Membangun kepakaan dan mengefekiifkan fungsi manajerial terutama
dalam memperbaiki perumusan kebijakan, perencanaan,
pengangaran, pelaksanaan dari [aporen pertanggung jawaben di
semua jenjang birokrasi pemernniah.

Mengefektifkan  pelaksanaan pengawasan  fungzioral  dan
pengawasan melekat.

Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib, proporsional dan
demokratis.

C. Sanksi

Pimpinan instansi dan atau unit keda yang menclak pemeriksaan oleh
aparat penpawasan fungsional yang berwenang dan  atau  fidak
menindakianjuti rekomendasi aporan hasil pemenksaan atas pengaduan
masyarakat sebagaimana mestinya dan atau meiindungi aparatur yang
meianggar aturan dikenakan sanks: gdminigtras den ataw sanksi lain
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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